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BAB III
PEMBAHASAN

1.1. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilibatkan Orangtuanya Dalam Tindak
Pidana Terorisme

Dalam beberapa tahun terakhir, Terorisme merupakan sebuah topik hangat
yang marak diperbincangkan.Kejahatan terorisme telah menjadi suatu
fenomena di era modern saat ini dan telah menjadi fokus perhatian bagi
organisasi-organisasi baik di tingkat nasional maupun tingkat
internasional.Pada umumnya, para teroris adalah individu-individu yang masuk
ke dalam suatu kelompok organisasi yang tujuan awalnya berusaha melakukan
perubahan sosial1.Individu yang rentan untuk dapat masuk dan bergabung
dalam organisasi teroris adalah individu yang merasa termargininalisasi atau
terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat karena hidup dalam kondisi sulit,
tidak stabil secara ekonomi, dan hak-haknya yang tidak didengarkan oleh
Pemerintah2.Hal tersebut yang mendasari para teroris untuk secara sukarela
bergabung bersama organisasi teroris dengan harapan agar dapat
mengembalikan kembali harga dirinya dalam lingkungan masyarakat.

Isu lainyang berkembang di dalam kelompok organisasi adalah keyakinan
dan posisi politik atau isu-isu yang berkaitan dengan agama. Menurut analisis
Allport dalam penelitian memberikan 3 (tiga) kesimpulan yang saling
berhubungan, yaitu3: Pertama, persaudaraan dan kefanatikan kerap saling
tercampur dalam agama. Kedua, orang yang rajin ibadah ke tempat ibadah ada
yang bersikap toleran dan intoleran terhadap agama lain. Ketiga, hubungan
antara agama dan prasangka tergantung pada penghayatan agama yang dimiliki
dalam hidup pribadi seseorang.Terkait isu mengenai agama merupakan isu
yang sering dijadikan kedok bagi kelompok teroris untuk melancarkan misi
mereka. Sebagai contoh, peristiwa aksi teroris yang terjadi pada twin tower
WTC di Amerika Serikat menjadi peristiwa yang paling kelam diingat oleh
seluruh dunia, hal ini disebabkan para teroris yang tergabung dalam

1 Rena Latifa, Penanganan Terorisme: Prespektif Psikologi, Jurnal Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol. 17 No. 2 Tahun 2012, h. 5.

2Ibid.
3Ibid.
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kelompok teroris Al-Qaeda tersebut mengganggap perbuatan yang mereka
lakukan adalah bagian dari jihad fisabillah atau berperang dijalan Tuhan.
Namun pada kenyataannya, aksi terorisme tidak hanya berdasarkan kelompok-
kelompok atau individu-individu yang memiliki pemahaman yang radikal,
tetapi juga melibatkan anak-anak yang dimana seharusnya mereka bertumbuh
kembang di dalam masyarakat dengan rasa aman dan tenteram, dan bahkan
yang lebih miris orangtua yang seharusnya melindungi anak-anaknya sendiri
malah menjadi otak dibalik aksi terorisme tersebut. Sehingga untuk mengetahui
kedudukan hukum perlu adanya perspektif dari 2 (dua) sisi, yakni dari sisi
pelaku terorisme dan sisi korban terorisme untuk menemukkan bentuk
perlindungan hukum yang layak diberikan kepada mereka.
1.1.1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Jika melihat kembali sejarah terkait pelibatan anak dalam melakukan
aksi terorisme bukanlah hal yang baru. Menurut Steven R. Rattner dan Jason S.
Abrams dalam Accountabilty for Human Rights Atrocities in International Law:
Beyond the Nuremberg Legacy, Second Editionmenulis, salah satu modus
operandi Pol Pot semasa killing field di Kamboja telah melibatkan anak dalam
melakukan aksi teror yang sulit diterima akal sehat, dimana ratusan anak usia
12-14 tahun merusak, menganiaya, dan bahkan melakukan pembunuhan massal
yang mengakibatkan sekitar 2 juta jiwa melayang selama 17 April 1975 hingga
7 Januari 19794. Kemudian contoh lainnya adalah Thomas Lubanga Dyilo yang
melibatkan anak-anak untuk menjadi tentara.Dalam kasus tersebut, Lubanga
dinyatakan bersalah dan menjadi orang pertama yang diadili di Mahkamah
Pidana Internasional atas perbuatan melakukan perekrutan anak-anak menjadi
tentara milisi yang aktif melakukan pembunuhan dalam pertikaian suku Hena
dan Lendu di Provinsi Inturi, Kongo5.

Adapun 3 (tiga) alasan mengapa anak yang terlibat dalam kejahatan
terorisme, yaitu6:

1) Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga lebih mudah
diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal;

4 Lilik Purwastuti Y, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme,
Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2014, h. 37.

5 Choirul Akhmad, ICC Jatuhkan Putusan Untuk Pertama Kali, diakses dari
https://m.republika.co.id/berita/internasional/global/12/03/15/m0xle3-icc-jatuhkan-putusan-
untuk-pertama-kali, pada tanggal 11 November 2019, pukul 14.10.

6 Lilik Purwastuti, op.cit.

https://m.republika.co.id/berita/internasional/global/12/03/15/m0xle3-icc-jatuhkan-putusan-untuk-pertama-kali
https://m.republika.co.id/berita/internasional/global/12/03/15/m0xle3-icc-jatuhkan-putusan-untuk-pertama-kali


34

2) Musuh para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan
kejahatan sekejam dan sebrutal itu sehingga lengah dalam melakukan
antisipasi dan pencegahan;

3) Para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum
pertanggungjawaban pidana anak baik pada level internasional maupun
nasional.
Mengenai anak sebagai pelaku terorisme, Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang SPPA belum mengatur bagaimana penanganan terhadap
anak sebagai pelaku terorisme. Namun, jika berbicara anak sebagai pelaku
tindak pidana terorisme maka akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Isi pokok dari SPPA ini
adalah penerapan Keadilan Restoratif dan Diversiyang dimana difungsikan agar
anak lepas dari jerat peradilan, terhindar dari label ABH dan diharapkan dapat
kembali ke masyarakat dengan baik. Keadilan Restoratif merupakan
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula dan bukan pembalasan (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang SPPA). Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang SPPA menyatakan secara tegas bahwa:
(1) SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
(2) SPPA yang dimaksud meliputi:
a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini;

b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana.

(3) Dalam SPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib
diupayakan Diversi.

Dalam pasal tersebut mencamtumkan secara tegas bahwa anak yang
terlibat sebagai pelaku suatu tindak pidana atau anak ABH maka langkah utama
yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif.
Pendekatan Keadilan Restoratif ini menitikberatkan pada adanya partisipasi
langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam melakukan proses penyelesaian
perkara pidana.Selain itu, inti dari pendekaan Keadilan Restoratif adalah
pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga anak yang
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bahkan menjadi pelaku tindak pidana tidak merasa tertekan dan tidak
menghilangkan hak-haknya sebagai anak sebagaimana telah tercantum dalam
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Kemudian
dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan dilakukannya upaya Diversi apabila telah
terjadi penuntutan dan penyidikan serta persidangan yang dilakukan di
peradilan umum sebagaimana pada ayat (2), sehingga maksud Pasal ini agar
anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dialihkan dalam penyelesaian
perkara pidana di luar peradilan umum.

Diversi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam
Pasal 1 angka 7 memberikan definisi bahwa “Diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara pidana Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana”, lebih lanjut adapun tujuan dari dilakukannya upaya Diversi
telah tercantum dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

Diversi bertujuan:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Jika melihat isi dari Pasal diatas maka upaya Diversi kepada anak
merupakan upaya agar tetap dilakukannya proses pengadilan perkara pidana
kepada anak, namun proses perkara pidana dilakukan di luar peradilan umum.
Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA mengamanatkan untuk tetap memberikan
upaya Diversi kepada Anak dari tingkat penyelidikan, penuntutan, hingga ke
tingkat persidangan.

Anak pelaku terorisme tidak hanya menjadi anak yang berkonflik
dengan hukum saja namun juga sekaligus menjadi anak korban tindak pidana
terorisme.Untuk itu, tindakan yang tepat yang ditujukan kepada anak pelaku
terorisme adalah dengan memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,
serta memberikan jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial.
Dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) UU SPPA memberikan penjelasan mengenai
definisi rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan secara terpadu untuk
memulihkan kondisi fisik anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, sedangkan
yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan
secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial agar Anak, Anak
Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam
kehidupan di masyarakat.
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Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,
dalam Pasal 19 menentukan terkait penjatuhan pidana minimum khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 serta mengenai ketentuan penjatuhan
hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara mati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pelaku
tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang terlibat sebagai pelaku tindak
pidana terorisme tidak berlaku penjatuhan pidana minimum khusus yang
tercantum dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 15, Pasal 16, yang berarti dalam penjatuhan yang dapat digunakan adalah
penjatuhan minimum umum yang terdapat di dalam KUHP yaitu unuk pidana
penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari.

Kemudian ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana
juga dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 26 yang
menyatakan bahwa:
(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak nakal, paling lama ½ dari

maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
(2) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

Dengan demikian anak sebagai pelaku yang terlibat dalam kejahatan
terorisme jika melihat Pasal diatas dapat dikenakan pidana penjara paling
sedikit 1 hari dan paling lama 10 tahun.
1.1.2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme

Jika berbicara mengenai anak sebagai korban tindak pidana terorisme
maka akan membahas terkait hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan
anak pada hakekatnya bersangkut paut dengan perlindungan hukum melalui
sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.7 Dalam hal ini pengaturannya
terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

7 Lilik Purwastuti, loc.cit, h. 38.
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Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Lebih lanjut Pasal 59 ayat (2)
huruf K menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak
korban tindak pidana terorisme.Dari kedua Pasal diatas menjelaskan
bahwasanya Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
serta lembaga negara yang terkait memiliki kewajiban dan bertanggung jawab
dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dilibatkan dalam
tindak pidana terorisme. Perlindungan Khusus merupakan suatu bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri
dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (vide Pasal 1 angka 15). Oleh karena itu,
perlindungan khusus diberikan kepada anak yang dilibatkan dalam tindak
pidana terorisme karena telah membahayakan jiwa dan tumbuh kembang si
anak itu sendiri.

Kemudian ketentuan Pasal 59A memberikan penjelasan upaya-upaya
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara sebagaimana tercantum
dalam Pasal 59 ayat (1) adalah melalui:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas
secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan
kesehatan lainnya;

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak

mampu; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradian.

Lebih lanjut, Pasal 69B UU No. 35 Tahun 2014 memberikan
penjelasan secara spesifik terkait anak korban jaringan terorisme dengan
melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pendampingan sosial.
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Dengan adanya bentuk-bentuk perlindungan khusus yang diberikan
oleh Negara kepada anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme tersebut
diharapkan agar anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
mereka dan mengurangi rasa traumatik yang mereka rasakan sehingga anak
tersebut dapat kembali kepada masyarakat dan bertumbuh kembang
sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Selain perlindungan khusus yang diberikan Negara sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka korban juga berhak
untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, bantuan medis, serta rehabilitasi
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam ketentuan 1 angka 11 memberikan definisi mengenai korban
tindak pidana terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
terorisme, penjelasan mengenai korban tersebut sejalan dengan konsep ilmu
viktimologi yang memberikan gambaran sama mengenai seseorang yang
dikategorikan sebagai korban, sehingga sudah tentu untuk melakukan
pemenuhan hak-hak korban maka Negara bertanggung jawab atas kerugian
korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 35A ayat (1). Lebih lanjutdalam
ketentuan Pasal 35A ayat (4) menjelaskan bentuk tanggung jawab Negara yaitu
berupa:

a. Bantuan medis;
b. Rehabilitasi psikolososial dan psikologis;
c. Santuan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
d. Kompensasi.
Kemudian terkait tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi

psikososial dan psikologis, restitusi, dan kompensasi diatur dalam ketentuan
Pasal 35B, 36, dan 36B

Khusus untuk Pasal 36 terkait pemberian kompensasi ini memiliki
pengecualian kepada Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan
tidak dibawah pengampuan, maka kompensasi dapat dititipkan kepada lembaga
yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban (vide
Pasal 36 ayat (7)).

Pada hakekatnya, anak yang dilibatkan dalam tindak pidana terorisme
tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana terorisme, melainkan sebagai
korban tindak pidana terorisme, hal ini dikarenakan dalam konteks pembahasan
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anak seperti ini hanyalah sebagai manus ministra (alat untuk melakukan suatu
kejahatan) yang sebenarnya mereka tidak mengetahui apa-apa mengenai
perbuatan yang dilakukannya. Sehingga anak yang dilibatkan orangtuanya
dalam tindak pidana Terorsime berhak untuk mendapatkan pemberian
kompensasi, restitusi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis
sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
Hal ini mengacu bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme
tersebut sebenarnya adalah manus ministra (alat untuk melakukan kejahatan)
yang bahkan si anak sendiri tidak tahu apa yang telah diperbuat. Sehingga
sudah selayaknya anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme memiliki
kedudukan sebagai korban tindak pidana terorisme serta mendapatkan
perlindungan hukum sebagai peraturan perundang-undangan telah mengatur
sebelumnya.

1.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilibatkan Orangtuanya Dalam
Tindak Pidana Terorisme
1.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Pada umumnya, korban (victim) merupakan orang-orang baik secara
individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik
atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-
haknya yang dasar melalui perbuatan atau omnisi yang melanggar hukum
pidana.8Adapun terorisme itu sendiri dapat sebagai pemakaian kekuatan atau
kekerasan tidak sah melawan orang atau fasilitas umum untuk mengintimindasi
atau menekan Pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk
memaksa tujuan sosial dan politik.9Dan hasil yang diharapkan adalah berupa
munculnya rasa ketakutan, adanya pemerasan, perubahan radikal politik,
tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak
bersalah serta kepuasaan tuntutan politik lain.10

Adanya perlindungan hukum menjadi sesuatu yang dianggap
penting dan diperlukan serta diharapkan (desiderata) oleh korban tindak pidana
terorisme sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang telah
dialaminya.Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah
dengan diwujudkannya aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan
yang didasarkan pada hak dasar yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang

8Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan. Bandung: RajaGrafindo Persada, h. 48.

9 Hermawan Sulistyo, 2002, Beyond Terrorism, Bandung: Pustaka Sinar Harapan, h. 30.
10Muladi, Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,

Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No. 3, Desember 2002, h. 1.
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Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.11Perlindungan korban
dalam hukum positif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak
langsung.Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut
hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar
kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya
sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto, akibatnya
perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in concreto.12Adapun
pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap
memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku serta pengaruh
globalisasi.13

Perlindungan Hukum merupakan bentuk tanggung jawab suatu
Negara untuk dapat memenuhi hak-hak masyarakat atau warga negaranya yang
disebabkan atas terjadinya kerugian yang dialami oleh mereka. Secara umum,
Negara dapat memberikan 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum, yaitu:
Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

Pada peristiwa Bom Bali I di tahun 2002 merupakan awal
kriminalisasi tindak pidana terorisme yang kemudian memberikan perlindungan
terhadap korban terorisme yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, termasuk pula
perkembangan hukum pidana positif di Indonesia yang berorientasi pada
kepentingan korban. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas
mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, yaitu: Pertama, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2017, hal tersebut diatur dalam Pasal 35A ayat (4)
yang menyatakan Bentuk tanggung jawab Negara berupa:
e. Bantuan medis;
f. Rehabilitasi psikolososial dan psikologis;
g. Santuan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
h. Kompensasi.

Jika dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 maka terdapat perbedaan dalam memberikan

11 Sri Hartini, Tedi Sudrajat, dan Rahadi Wasi Bintoro, Model Perlindungan Hukum
Terhadap Kebijakan Pelanyanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Banyumas, Jurnal
Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September 2012, h. 9.

12 Rani Hendriana, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara
Desiderata dan Realita, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 1, Januari 2016, h. 33-34.

13Hibnu Nugroho, Paradigma Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Era Global, Jurnal
Pro Justicia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, h. 320-321.
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hak-hak korban tindak pidana terorisme. Hal tersebut dapat dilihat pada bentuk
tanggung jawab yang diberikan Negara, apabila melihat Undang-Undang
terorisme sebelumnya maka pemberian hak-hak kepada korban terorisme hanya
ada 2 (dua) bentuk, yaitu: kompensasi dan restitusi. Namun pada Undang-
Undang terorisme terbaru yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Negara
tidak hanya memberikan restitusi dan kompensasi saja, melainkan bantuan
medis, psikososial dan psikologis, dan santunan bagi keluarga dalam hal korban
meninggal dunia. Adapun dalam hal mengenai pengajuan bantuan medis,
psikososial dan psikologis, dan santunan bagi keluarga dalam hal korban
meninggal dunia diatur dalam Pasal 35B, kemudian dalam hal pengajuan
kompensasi diatur dalam Pasal 36, serta pengajuan restitusi diatur dalam Pasal
36A.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, hal
tersebut diatur dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai Kompensasi, dan
kemudian dalam Pasal 3 yang mengatur pemberian restitusi kepada korban
tindak pidana. Ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Jika dibandingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 maka Undang-Undang ini
lebih kompherensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak
pidana terorisme.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014, memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang diperoleh oleh korban
dan saksi antara lain: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman; (b) ikut serta dalam
proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
(c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas
dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai
perkembangan kasus; (g) mendapat informasi putusan pengadilan; (h)
mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan
identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat kediaman sementara; (l)
mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya
transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o)
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan
berakhir; (p) mendapat pendampingan. Dalam Pasal tersebut menjelaskan
bahwa hak-hak tersebut diatas merupakan hak-hak yang wajib bagi
Pemerintaah untuk wujudkan dan diberikan kepada korban tindak pidana.Hal
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ini dikarenakan hak-hak tersebut dinilai sangat penting bagi korban atau saksi
tindak pidana yakni untuk memberikan rasa aman dan terlindungi bagi korban
atau saksi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tidak hanya memberikan hak-hak kepada korban atau saksi seperti diatas,
namun juga memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta
psikologis. Termasuk pula Kompensasi yang diatur dalam Pasal 7 serta
Restitusi yang diatur dalam Pasal 7A.Dalam ketentuan-ketentuan Pasal tersebut
sebenarnya telah dicantumkan ke dalam Undang-Undang Terorisme yang
terbaru yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.Lebih lanjut Pasal 9
memberikan penjelasan bahwa apabila korban berada dalam ancaman yang
sangat besar, maka atas persetujuan hakim dapat memberikan saksi tanpa hadir
dalam pengadilan, dan kesaksiannya dapat dilakukan secara tertulis atau dapat
pula didengar melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang
berwenang. Maksud dan tujuan dari Pasal 9 ini adalah agar korban atau saksi
tetap memberikan kesaksiannya dengan rasa aman dan terlindungi secara jelas
dan sesuai dengan peristiwa yang sedang atau telah berlangsung sehingga
Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 10 memberikan pernyataan bahwa
korban, saksi dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana,
perdata, atas kesaksian/laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali
kesaksian/laporan diberikan tidak dengan itikad baik. Termasuk pula dalam hal
terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor
atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan,
tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus
oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Berdasarkan uraian 3 (tiga) peraturan perundang-undangan diatas
merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang telah negara berikan
kepada korban tindak pidana terorisme sebagai cara untuk dapat memenuhi
hak-hak korban yang merasa telah dirugikan atas suatu tindak pidana yang
terjadi kepada mereka.
1.2.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Terorisme
Pentingnya perlindungan hukum Anak sebagai korban yang dilibatkan

dalam tindak pidana terorisme ini karena keterlibatan sosok yang dikategorikan
sebagai anak yang berada dalam jaringan terorisme sudah cukup
banyak.Diantaranya anak-anak yang orangtuanya anggota jaringan radikal,
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anak belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal, atau anak-anak para
deportan organisasi radikal.

Pada dasarnya, perlindungan anak merupakan segala usaha yang
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental, dan sosial.14 Menurut Retnowulan Sutianto, Hakim Agung
Purnabakti, yang mengemukakan pendapat mengenai perlindungan anak,

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan
Nasional.Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan
membangun manusia seutuh mungkin.Hakekat Pembangunan Nasional
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.
Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan
memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya
perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial
yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan
pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak
harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan
nasional yang memuaskan.15

Menurut Hillary Rodham Clinton, dalam bukunya It Takes A Village
menuliskan,

“Anak-anak sama sekali bukan individualis. Mereka bergantung kepada
orang dewasa yang mereka kenal, juga kepada ribuan orang lain, yang
membuat keputusan setiap hari dan mempengaruhi kesejahteraan
mereka. Kita semua, entah sadar atau tidak, bertanggung jawab untuk
memutuskan apakah anak-anak kita dibesarkan dalam sebuah bangsa
yang tidak hanya menjunjung nilai-nilai keluarga tetapi juga
menghargai keluarga berikut anak-anak didalamnya.”16

Adapun faktor-faktor anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku
tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu17:

14 Nur Holis, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Terorisme, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2019, h. 45.

15Ibid, h. 47.
16 Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan: Universitas Sumatera Utara

(USU Press), 1998, h. 5.
17Nur Holis, Op. Cit, h. 47.
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1. Anak masih memerlukan bimbingan orangtua
Orang tua merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk

membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan
pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua berpengaruh positif
bagi perkembangan anak, sedangkan orang tua yang buruk akan
memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Keadaan anak yang masih labil, perlu mendapatkan bimbingan
orang tua untuk mencari jati diri, menghindarkan anak dari perilaku
negatif. Orang tua yang memberikan pendidikan negatif kepada anak
maka anak tersebut akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh
orangtuanya. Adapun orang tua yang terpapar oleh paham-paham yang
bersifat radikal, maka secara tidak langsung mereka akan
mengajarkannya kepada anaknya sendiri untuk mengikuti paham-
paham yang orang tua dari anak tersebut yakini. Sehingga anak seperti
itu akan dengan mudah terpapar pengaruh negatif yang diberikan oleh
orangtuanya sendiri.

Oleh karena itu, peran orang tua dalam membimbing si anak sangat
penting karena anak masih belum tahu mana yang baik dan mana yang
buruk, sehingga orang tua perlu membimbing anak agar anak dapat
berkembang denan baik dan terjauhkan dari pengaruh negatif.

2. Anak memiliki fisik yang lemah
Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari
berbagai macam

Tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam
berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh
orang lain dalam melindungi dirinya, menginga situasi dan kondisinya.
“Menurut Arif Gosita mengemukakan pendapat bahwa anak wajib
dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik
kelompok, individu, organisasi, maupun pemerintah yang dilakukan
secara langsung maupun tidak langsung18”.Anak tidak dapat
melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi
kehidupannya.Negara dan masyarakat berkepentingan untuk
mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

3. Anak memiliki usia yang belum dewasa
Usia merupakan faktor yang penting dalam suatu sebab timbulnya

kejahatan. Apabila faktor tersebut diikuti maka faktor usia adalah faktor

18Ny. Moelyatno, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010,
h.2
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yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya
kejahatan. Tidak terkecuali kejahatan yang menimbulkan korban anak
atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.Karena anak yang
merupakan orang paling mudah untuk menjadi korban kejahatan.

4. Anak memiliki kondisi yang masih labil
Mental anak yang masih dalam pencarian jati diri, kadang mudah

terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya.Sehingga
jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat berpengaruh
pula pada tindakan yang dapat melanggar hukum dan juga anak dapat
menjadi korban tindak pidana.Tentu saja hal tersebut merugikan dirinya
sendiri dan masyarakat.Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya
menyeret mereka berurusan dengan penegak hukum.

5. Anak belum bisa memilih yang mana benar dan yang mana salah
Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk

menimbang dan member keputusan.19Dalam hal ini anak belum memiliki
intelegensi yang cukup matang untuk memberikan suatu keputusan yang
baik dan buruk.Pada dasarnya anak-anak memiliki wawasan yang kurang
tajam, mereka mudah sekali untuk dipengaruhi yang berakibat anak
sering menjadi korban tindak pidana dan bahkan mereka sendiri terlibat
oleh ajakan buruk untuk melakukan tindakan kejahatan.Oleh karena itu,
peran dari Negara, pemerintah, dan keluarga memiliki andil yang cukup
besar dalam hal melindungi hak-hak anak.

Anak yang dilibatkan dalam tindak pidana terorisme itu sebenarnya
merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban
indoktrinasi konsep jihad yang keliru dan ekstrimis. Anak yang sedang mencari
identitas diri itu, terpikat dengan adanya janji-janji yang diberikan kepada
mereka yang mengikuti jihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna
jihad yang sesungguhnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan,
kondisi serta syarat-syarat dari suatu jihad itu sendiri. Akibatnya, korban justru
mereka sendiri dan masyarakat yang tidak berdosa.

Oleh karena itu, anak yang dilibatkan dalam tindak pidana terorisme
dapat dikategorikan sebagai anak korban jaringan terorisme sehingga tidak
boleh diproses hukum ke penjara. Kalaupun diproses hukum, maka sanksinya
harus berupa rehabilitasi atau lainnya dan tidak boleh dipidana. Ketentuannya,
pemindanaan anak ditanggung orang tua atau orang lain yang melibatkan anak-

19 Wundt, Eisler, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011, h. 36.
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anak. Karena anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya
korban, bukan pelaku.Sehingga anak dalam hal ini harus dilindungi.

Perlu diingat, anak dalam radikalisme adalah korban. Hal ini mengacu
kepada anak tersebut menjadi alat kejahatan (manus ministra) yang dilakukan
oleh orang dewasa atau orangtua mereka. Dalam hal korban anak-anak, maka
ketentuan kompensasi dan rehabilias sangat penting diterapkan karena anak-
anak mempunyai masa depan yang panjang. Penanganan yang tidak
komprehensif, mengakibatkan upaya mengeluarkan anak-anak dari kelompok
radikalisme dan terorisme, menjadi sulit, bahkan mereka akan terlibat lebih
jauh.

Namun, tidak semua anak-anak dapat dikatakan sebagai korban
dengan dasar sebagai alat kejahatan (manus ministra) sehingga anak juga dapat
menjadi pelaku. Jika melihat dari perspektif ilmu psikologis, menurut
Wirawan20, menjelaskan bahwa mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan
dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonsia digunakan batasan usia
11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:
1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda sekunder

mulai nampak;
2. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik

menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi
memperlakukan mereka sebagai anak-anak;

3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan
jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase
genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya
puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral (menurut
Kohlberg);

4. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi
peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih
menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh
sebagai orangtua;

5. Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah
individu masih digolongkan remaja ataukah tidak.

Sehingga jika melihat dari pendapat Wirawan tersebut, maka anak dapat
dikatakan sebagai korban alat kejahatan (manus ministra) apabila anak tersebut
masih dibawah 11 tahun menurut psikologis. Hal ini disebabkan adanya

20 S. Wirawan, Psikologi Remaja, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 23.
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perkembangan mental dari anak menjadi seorang remaja yang dimana
kemampuan mereka dalam membedakan mana yang salah dan mana yang benar
telah berkembang sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi
anak sebagai korban tindak pidana terorisme, maka terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengatur bagaimana perlindungan hukum kepada
anak, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar

pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
hal tersebut selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak yang pada intinya memberikan perlindungan dan
jaminan kepada anak-anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan kekerasan dan
diskriminasi.

Terkait kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak telah tercantum di dalam ketentuan Pasal
21, 22, 23, 24, dan 25 UU Perlindungan Anak yang meliputi kewajiban dan
tanggung jawab:

2) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran, dan kondisi
fisik dan/atau mental (vide Pasal 21).

3) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan perlindungan anak (vide Pasal 22).

4) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau
orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap
anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (vide
Pasal 23).
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5) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dna tingkat
kecerdasan anak (vide Pasal 24).

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 mengatur mengenai anak yang mendapatkan perlindungan khusus
yang terdiri dari 14 (empat belas) macam yang menjadi tanggung jawab dan
kewajiban pemerintah dan lembaga lainnya dalam memberikan perlindungan
khusus kepada anak, yaitu: (a) anak dalam situasi darurat; (b) anak yang
berhadapan dengan hukum; (c) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d)
anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (e) anak yang
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya; (f) anak yang menjadi korban pornografi; (g) anak dengan
HIV?AIDS; (h) korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; (i) anak
korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental; (j) anak korban kekerasan seksual;
(k) anak korban jaringan terorisme; (l) anak penyandang disabilitas; (m) anak
korban perlakuan salah dan penelantaran; (n) anak dengan perilaku sosial
menyimpang; dan (o) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan
terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Jika melihat Pasal tersebut diatas, maka dapat dilihat di dalam
ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf k disebutkan bahwa anak korban jaringan
terorisme mendapatkan perlindungan khusus baik dari pemerintah maupun
lembaga lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang di derita oleh anak yang
menjadi korban terorisme yang dinilai membahayakan bagi tumbuh dan
kembang anak, sehingga perlu adanya penanganan yang serius agar anak
tersebut tidak lagi terpapar oleh paham-paham radikal serta tidak menimbulkan
trauma dalam diri si anak itu sendiri. Terkait Perlindungan khusus yang
diberikan kepada anak korban jaringan terorisme telah tercantum dalam Pasal
69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana pemerintah maupun
lembaga lainnya memberikan perlindungan khusus melalui:

a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. Konseling tentang bahaya terorisme;
c. Rehabilitasi sosial; dan
d. Pendampingan sosial.
Sebagaimana konsep perlindungan hukum yang dimana dibagi menjadi

2 (dua) macam yaitu perlindungan preventif dan perlindungan
represif.Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan
sebelum terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif merupakan
perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Dalam ketentuan
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Pasal 69B diatas, pada huruf a dan b merupakan bentuk perlindungan preventif
yang diberikan pemerintah kepada anak sebagai tindakan pencegahan agar anak
tidak terpapar pemahaman-pemahaman radikal yang bisa mempengaruhi
tumbuh dan kembang anak.Kemudian pada huruf c dan d merupakan tindakan
represif pemerintah apabila anak tersebut telah terlibat atau dilibatkan dalam
tindak pidana terorisme.
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme
terutama anak merupakan hal yang sangat penting karena pada kenyataannya
bahwa memang korban kejahatan belum mendapatkan perlindungan yang baik
dan memadai. Di dalam Undang-Undang ini, kepada korban kejahatan
diberikan hak untuk mendapatkan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi yang
termuat dalam Bab VI Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.21

Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk
melindungi setiap warga negara atau setiap orang yang tinggal dalam negara
tersebut sedangkan restitusi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus
dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang
dilakukan kepada korban atau ahli warisnya. Dalam Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang, pengertian kompensasi yang bersifat
materiil maupun inmateriil; tidak dicantumkan tentang berapa besarnya
kompensasi yang harus diterima oleh korban; tidak menentukan bentuk
kerugian inmateriil yang bagaimana yang akan diberikan.

Tentang restitusi, harus diajukan oleh korban atau kuasanya kepada
pelaku atau pihak ketiga paling lambat 60 (enam puluh hari) hari kerja terhitung
sejak penerimaan permohonan. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan hak
seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan yang semula yang
menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Dan tentang ini diatur
dalam ketentuan Pasal 37.

Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa kompensasi yaitu ganti kerugian
yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian
yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti
kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga. Restitusi ini dapat berupa:

a. Pengembalian harta milik;

21 Tirsha Aprilia Sinewe, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. V, No. 6, Tahun 2016,
h. 59.
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b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Selain pemberian kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi maka bentuk
perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah memberikan
konseling.Konseling adalah memberikan bentuk bantuan yang sangat cocok
diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan
dan juga sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari
suatu tindak pidana.Bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan kepada
korban kejahatan termasuk adalah pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum
yang merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban baik diminta
maupun tidak diminta oleh korban kemudian pemberian informasi yang harus
diberikan kepada korban atau keluarganya berikaitan dengan proses
penyelidikan dan pemeriksaan yang dialami oleh korban.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menganut
pengertian Korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami
penderitaan, tidak hanya fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi juga bisa
kombinasi di antara ketiganya. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3
yang menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana.” kemudian lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 8
menyatakan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan.atau Korban
yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 ini, jelas bahwa pembentukan Undang-Undang sudah
bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan
perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya pelaku kejahatan
saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), demikian halnya untuk anak yang rentan untuk menjadi
korban kejahatan. Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa
“Perlidungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

a.Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. Rasa aman;
c.Keadilan;
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d. Tidak diskriminasi; dan
e.Kepastian hukum.
Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 ini maka sudah selayaknya dan sangat penting untuk
memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, karena prinsi-prinsip
dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya Hak
Asasi korban itu sendiri. Kemudian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban,
yang meliputi:

a.Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan;

c.Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e.Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f.Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan;
n. Mendapat nasehat hukum;
o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:
(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana

terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana
penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban
penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
juga berhak mendapatkan:
a. Bantuan medis; dan



52

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
Dari isi dari Pasal 6 tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap
korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain
perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7
dan 7A disebutkan bahwa “korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan
pembayaran Kompensasi dan Restitusi”. Bentuk Restitusi yang diberikan
kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah:

a.Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang

berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c.Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Dalam Undang-Undang ini diatur pula tentang sebuah lembaga yang

bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan
kepada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK).Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang
menyatakan bahwa “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga
yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak
lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dengan Undang-Undang
ini”. Adapun tugas LPSK telah diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa
“LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan
bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, lebih lanjut tugas dan
kewenangan LPSK telah diatur dalam Pasal 12A ayat (1) yang menyebutkan
bahwa “Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12,
LPSK berwenang:

a.Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan
pihak lain yang terkait dengan permohonan;

b. Memperoleh keterangan, surat, dan/aau dokumen yang terkait
untuk mendapat kebenaran atas permohonan;

c.Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang
diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan
pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegakan hukum;
e.Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
f.Mengelola rumah aman;
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g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih
aman;

h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses

peradilan; dan
j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan

Kompensasi.
Menurut Undang-Undang ini, tugas dan wewenang dari LPSK dinilai

sangat penting dalam melakukan perlindungan saksi dan/atau korban tindak
pidana, sebab LPSK memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian ganti
rugi Restitusi dan Kompensasi yang merupakan bentuk perlindungan hukum
yang diberikan negara kepada korban dan/atau saksi suatu tindak pidana. Selain
itu, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
ini menyatakan bahwa “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan keputusan LPSK”.Sehingga LPSK disini memiliki peran serta dan
tanggung jawab yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap saksi
dan korban tindak pidana.

1.3. ANALISIS KASUS HUKUM
KASUS POSISI:
Liputan6.com, Jakarta – Ledakan di gerbang masuk Markas Polrestabes Surabaya,
Jalan Sikatan, kembali menghentak ketenangan kota yang terkenal dengan sejuta
taman ini. Sehari sebelumnya, bom mengguncang tiga titik di gereja Surabaya dan
satu di Sidoarjo. Bom bunuh diri meledak di Markas Polrestabes Surabaya, Senin 14
Mei 2018 sekitar pukul 08.50 WIB, Kepolisian menyebut bom bunuh diri itu
menggunakan sepeda motor yang dikendarai seorang pria, perempuan, dan seorang
bocah yang duduk di depan.
Berdasarkan rekaman CCTV, saat itu sebuah minibus hendak memasuki gerbang
penjagaan Mapolrestabes untuk dilakukan pemeriksaan oleh tiga petugas jaga dan
provost.Saat mobil tersebut diperiksa, dua motor mencoba menyalip mobil yang
diperiksa. Saat dilakukan pemeriksaan itulah pengendara yang membonceng seorang
perempuan itu meledakkan diri. Berdasarkan laporan kepolisian, ada empat polisi
yang menjadi korban luka dan enam warga yang berada di lokasi ledakan menjadi
korban luka dan korban tewas diduga pelaku 4 orang, sedangkan anak kecil tersebut
selamat.
DASAR HUKUM:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;
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- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang;

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ANALISIS HUKUM:
Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran
dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum serta pelanggarnya diancam
dengan hukum yang berupa suatu penderitaan atau siksaan.Dari definisi diatas dapat
digolongkan kasus tersebut sebagai kasus pidana karena perbuatan terorisme yang
telah dilakukan oleh pelaku terorisme yang dimana mereka adalah sekeluarga telah
mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.Sehingga jika melihat kasus maka
penulis memiliki 3 (tiga) sisi sumber tindakan pada hukum pidana, yang diantaranya:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kitab undang-
undang peninggalan Belanda yang masih digunakan oleh Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam KUHP ini terdapat asas penting
yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh para penegak hukum Indonesia yang
telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni “nullum delictum noella
poena sine praevia lege poenali” yang berarti suatu perbuatan tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana
yang telah ada. Sehingga dalam merumuskan suatu pelanggaran atau kejahatan
kepada pelaku perlu adanya peraturan perundang-undangan yang telah ada
sebelumnya.Selain itu, KUHP merupakan peraturan umum (legi generalis)
sehingga dengan menjadi aturan umum maka KUHP menjadi dasar untuk
membuat peraturan-peraturan yang lebih khusus, salah satunya adalah tindak
pidana terorisme. Menurut KUHP, kasus yang dilakukan oleh para pelaku
terorisme diatas dapat dikenakan Pasal 108 ayat (1) KUHP dan Pasal 110 KUHP.

Pasal 108 ayat (1) KUHP berbunyi,
(1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara

paling lama lima belas tahun:
1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu

bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan
Pemerintah dengan senjata.

Pasal 110 KUHP berbunyi,
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(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107,
dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut;

(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud
berdasarkan Pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancarkan
kejahatan:
1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada
waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan
untuk melakukan kejahatan;

2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;

3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk
melakukan kejahatan;

4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan
yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;

5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang
diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan
kejahatan.

(3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat
dirampas.

(4) Tidak dipidana barangsiapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan
atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal
ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Apabila dikaitkan dengan kasus terorisme diatas, maka pelaku terorisme
memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal diatas, sehingga pelaku dapat
dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal tersebut.Namun, dalam kasus
tersebut pelaku dinyatakan meninggal dunia sehingga menurut hukum pidana
adanya alasan penghapus pidana.
Selain itu, dalam kasus posisi diatas menyebutkan bahwa pelaku terorisme
melibatkan anak mereka untuk melakukan tindak pidana terorisme.Sehingga
menurut KUHP, anak dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai
permufakatan, namun anak tersebut masih dibawah umur yakni berusia 8
(delapan) tahun.Sesuai dengan Pasal 45 KUHP maka anak tersebut tidak dapat
dipidana.

Pasal 45:
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya
ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si
tersalah itu dikembalikan ke orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan
tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah
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diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni
jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang
diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536,
dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan
terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu
kejahatan, atau menghukum anak bersalah itu.

Dalam Pasal diatas merupakan definisi dari anak menurut KUHP yang
menyatakan bahwa anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun atau belum
dewasa tidak dapat dikenakan hukuman pidana, melainkan dikembalikan kepada
orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya atau dikembalikan kepada Pemerintah.
Oleh karena itu, dari definisi anak menurut KUHP diatas dapat dilihat bahwa
KUHP juga melindungi hak-hak yang dimiliki anak agar tidak mendapat
hukuman secara pidana, sebab apabila mendapat hukuman dikhawatirkan anak
tersebut menjadi trauma dan mendapat stigma buruk dari masyarakat sekitar yang
berakibat sulitnya anak tersebut untuk bersosialisasi pada lingkungan masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), artinya
perlu adanya penanganan yang khusus terhadap bentuk kejahatan yang
ditimbulkan akibat adanya kejahatan tindak pidana terorisme.Undang-Undang
Antiterorisme diundangkan pertama kali pada saat Negara Indonesia mengalami
peristiwa terorisme pertama yaitu peristiwa Bom Bali I dan II. Oleh karena itu,
pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang Antiterorisme, yaitu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang
kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut UU Terorisme, perbuatan
pelaku dapat dikenakan Pasal 6, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16A UU No. 5
Tahun 2018.

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 yang berbunyi,
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang strategis,
lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Pasal 14 UU No. 5 Tahun 2018 yang berbunyi,
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“Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan
Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b
dan c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal
10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan c, dan Pasal 13A.”

Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 yang berbunyi,
“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau
pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A,
Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang
sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b
dan c, dan Pasal 13A.”

Pasal 16A UU No. 5 Tahun 2018 yang berbunyi,
“Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak,
ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Dalam Pasal 16A dinilai merupakan Pasal penting dalam UU Antiterorisme
Indonesia.Pasal ini dibuat dengan berkaca pada banyaknya aksi teror yang
melibatkan anak di luar negeri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam
negeri juga melakukannya seperti dalam kasus diatas.Oleh karena itu, jika
melihat dari konsep dibuatnya Pasal ini maka UU Antiterorisme mengupayakan
bahwa anak-anak untuk tidak sampai terlibat dalam kejahatan tindak pidana
terorisme karena hal tersebut dinilai mengganggu hak-hak anak.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal baik fisik, mental, maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya
perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.Sudah
semestinya Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan
Orangtua berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya
hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Namun, apabila dikaitkan dengan kasus diatas maka orangtua pelaku terorisme
tersebut telah merampas hak-hak yang dimiliki anaknya sendiri. Sebab menurut
Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 memberikan definisi mengenai anak
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yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Jika
melihat kembali kasus diatas anak yang dilibatkan orangtuanya sendiri dalam
tindak pidana terorisme tersebut masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga dapat
dikategorikan sebagai anak yang artinya harus ada perlindungan dan harus
dijamin tumbuh kembangnya oleh Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian lebih lanjut, kewajiban dan tanggung jawab menurut UU No. 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21,
22, 23, 24, dan 25. Akan tetapi jika melihat kasus diatas, maka dapat dipastikan
anak tersebut telah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Menurut UU No. 35
Tahun 2014, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
lembaga negara lainnya diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf k.

Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi,
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban

dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada
Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada:
k. Anak korban jaringan terorisme.

Dalam Pasal tersebut maka dijelaskan mengenai tanggungjawab dan
kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya yang
diberikan kepada anak yang menjadi korban jaringan terorisme.Sehingga dalam
kasus diatas maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai korban jaringan
terorisme, oleh karenanya anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan khusus
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya sebagai bentuk
pertanggungjawabannya.Definisi perlindungan khusus dapat ditemukan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 15.

Pasal 1 anka 15 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi,
“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh
Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman
terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh
kembangnya.”

Sehingga anak korban jaringan terorisme perlu mendapatkan perlindungan
khusus karena adanya indikasi bahwa anak tersebut membahayakan dirinya
sendiri dan jiwanya dalam masa tumbuh kembangnya.Oleh karena itu, bentuk
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perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme menurut UU No. 35
Tahun 2014 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 69B.

Pasal 69B UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi,
“Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pendampingan sosial.”

Dari penjelasan Pasal diatas, secara tidak langsung memberikan gambaran
mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara baik secara
preventif maupun represif.Perlindungan preventif dapat dilihat pada huruf a dan
b, dimana huruf a memberikan penjelasan mengenai edukasi tentang pendidikan,
ideologi dan nilai nasionalisme. Hal ini dinilai penting karena pada dasarnya
anak belum memiliki kemampuan fisik dan mental yang cukup baik sehingga
sangat dikhawatirkan paparan radikalisme akan mudah masuk ke dalam pikiran
anak-anak. Oleh karena itu, pemberian pendidikan, ideologi dan nilai
nasionalisme merupakan langkah untuk pencegahan kepada anak-anak agar tidak
mudah untuk terpapar adanya paham-paham yang bersifat radikal.Kemudian
huruf b memberikan penjelasan mengenai konseling tentang bahaya terorisme.
Sama halnya dengan huruf a ini juga merupakan langkah pencegahan yang baik
dengan memberikan konseling-konseling sedini mungkin mengenai tindak
pidana terorisme.

Selain tindakan preventif, dalam Pasal tersebut terdapat tindakan represif
yang dapat dilihat pada huruf c dan d, dimana huruf c dan d memberikan
penjelasan mengenai rehabiliasi sosial dan pendampingan sosial. Rehabilitasi
sosial dan pendampingan sosial merupakan langkah represif kepada anak-anak
yang telah dilibatkan dalam tindak pidana terorisme sebagai upaya untuk
menghindarkan anak-anak dari proses hukum berupa hukuman penjara. Hal ini
dinilai efektif yaitu agar menghilangkan rasa trauma anak terhadap perbuatan
yang sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sudah diperbuat.


